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AKUNTABILITASFINANSIAL DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI KANTOR DESA PERANGAT SELATAN KECAMATAN
MARANGKAYU KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Teguh Riyanto"

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan akuntahdi finansial dalam
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan untuk nugifikasikan faktor
penghambat dan faktor pendukung yang mempengaal@imdakuntabilitas finansial
dalam pengelolaan ADD di Kantor Desa Perangat Selatlenis penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknikadisis data yang digunakan adalah
analisis data model interaktif.

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa akuntabilitasnafisial dalam
pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengencapaian hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak Pen@hiibesa, namun belum dapat
dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.deaktor penghambat dan
faktor pendukung akuntabilitas finansial dalam pelopan ADD di Kantor Desa
Perangat Selatan adalah masih adanya aturan-atusanu yang muncul di Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua RT, faktorcaugang tidak mendukung
sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan mergdiambat, dan Pemerintah
Desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan wak#tmdpenyusunan laporan
dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Sddandgaktor pendukungnya
adalah masih tingginya tingkat partisipasi masyalang tinggi dalam kegiatan
pembangunan.

Kata kunci : Akuntabilitas Finansial, Pengelolaan Alokasi Danada (ADD)

PENDAHULUAN

Didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentargelfintahan Daerah
telah diamanatkan bahwa untuk mningkatkan kesepdnerakyat ditempuh melalui 3
jalur yaitu peningkatan pelayanan publik, peningkgperan serta dan pemberdayaan
masyarakat, peningkatan daya saing daerah. Undasteyag Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa De&sh skesatuan masyarakat
hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dagngurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul danistiddbit setempat yang diakui
dalam system pemerintahan nasional dan berada edali&kabupaten. Salah satu
kewenangan desa adalah membuat peraturan tentasig@shlDana Desa (ADD)
sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untukgaber dan mengelola
keuangannya. Selain itu terdapat Peraturan Perakerdomor 6 Tahun 2004 tentang
Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran PendapataBelanja Negara yang pada
Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Dana Desa adaleh yhng bersumber dari
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dip&kam bagi desa yang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belagrah Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembenfa pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan peryd@ndaasyarakat.

Adapun beberapa tujuan dilaksanakannya Alokasi 2e&a (ADD) menurut
Nurcholis (2011:89) adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pemtzangutingkat desa dan
pemberdayaan masyarakat;

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan,asdsiidaya dalam rangka
mewujudkan peningkatan sosial;

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalagka pengembangan

kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong ray@asgarakat;

Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desinBadan Usaha Milik

Desa (BUMDesa).

Sejak diterapkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Dé&sangat Selatan
Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegagla pahun 2013 yang terlihat
dari berbagai kegiatan pengelolaan Alokasi DanaaD@sDD), setelah penulis
melakukan observasi awal ternyata dalam akuntabifiinansial dalam pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut masih belum ma&kim

Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sosialisagingenai Alokasi Dana Desa
(ADD) kepada masyarakat desa sehingga mengakibatadgahnya pengetahuan
masyarakat terhadap program-program desa yang kamhbdrimbas pada rendahnya
partisipasi swadaya masyarakat dan gotong royornigeda Perangat Selatan dalam
proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari asiobana Desa (ADD), dan
kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam dtagi musyawarah desa dan
kurangnya transparansi dalam pembuatan rinciangoeragn Alokasi Dana Desa yang
mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan dalam nsaxgkén Dana tersebut.

Maka penulis memutuskan untuk membuat sebuah fianelitentang
Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokaah® Desa (ADD) di Kantor Desa
Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaterai KiGartanegara yang
teranggarkan di Tahun 2013, agar ke depannya daeajadi bahan referensi bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara damefntah Desa Perangat
Selatan untuk lebih memahami dalam akuntabilitagypwlaan Alokasi Dana Desa
(ADD). Dan juga akuntabilitas ini mengharuskan Pemeh Desa untuk mampu
membuat laporan keuangan dengan teliti, dan tepktunsehingga laporan keuangan
yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kealpsgla dan mampu memberikan
gambaran kinerja finansial organisasi kepada plinaik

Penelitian akuntabilitas finansial dalam pengelolAtokasi Dana Desa (ADD)
ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilsy dilakukan oleh tim pelaksana
yang dibentuk Pemerintah Desa di Desa PerangataSekecamatan Marangkayu
Kabupaten Kutai Kartanegara dan dimulai dari tagteq@ncanaan, pelaksanaan semua
kegiatan, pengawasan, dan evaluasi sehingga péaeyelalokasi Dana Desa (ADD)
diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dengan BDaik transparan. Hal ini
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dikarenakan akuntabilitas finansial ini sangat jpgnkarena menjadi sorotan utama
masyarakat terutama masyarakat Desa PerangatrSetata khususnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas finansial dalam pengeloiakasi Dana Desa (ADD) di
Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkagbupgéten Kutai
Kartanegara?

2. Faktor penghambat dan pendukung apa saja yang meampdi akuntabilitas
finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADDKantor Desa Perangat
Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kegama?

Tujuan Pendlitian

1. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas finansial dalpangelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecanldt@rangkayu Kabupaten
Kutai Kartanegara.

2. Untuk mengidentifikasikan faktor penghambat dantdakpendukung yang
mempengaruhi dalam akuntabilitas finansial dalangpilaan Alokasi Dana Desa
(ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan.

KERANGKA DASAR TEORI
Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan yang dikak oleh orang maupun
kelompok yang telah diberikan amanah untuk melakeam tugas dan fungsinya dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Darise (2006:25) menjelaskan akuntabilédalah suatu perwujudan
kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk meamggiingjawabkan pengelolaan
dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan Keebijgang dipercayakan
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yangdi&thpkan.

Akuntabilitas Finansial

Menurut Mahmudi (2007:9-11) Akuntabilitas Finansiamerupakan
pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untukgmerakan dana publik secara
ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborodam kebocoran dana serta korupsi.
Akuntabilitas finansial menekan pada ukuran anggatan finansial. Akuntabilitas
finansial sangat penting karena pengelolaan keuapghlik akan menjadi perhatian
utama masyarakat publik.

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tah@®82tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 12 mergeld#&tngelolaan Keuangan Desa
adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka pemggleaan pemerintahan desa
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalambgatuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersélyat 13 menjelaskan
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan &egiahg meliputi perencanaan,
penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertgj@mgaban, dan pengawasan
keuangan desa.

Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tal2@®6 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakarsp&meam adalah prinsip
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keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk etengi dan mendapatkan
akses informasi seluas-luasnya tentang keuangaaldae

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tal@®7 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi kaekada-kata partisipatif, yaitu
keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secaif ddtam proses pembangunan
karena partisipasi masyarakat merupakan bagian ok terpisahkan dari
pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seldapgisan masyarakat akan
memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menatatw mendapatkan bagian
yang adil dari manfaat pembangunan tersebut.

Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4Buh 2008 Pasal 1 Ayat
8 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) add#ata yang dialokasikan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersundsi bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ditel@ndabupaten/Kota.

Menurut Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desalald penyaluran dana
melalui kas Desa yang diperoleh dari APBD Kabup#teta yang bersumber dari
bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daemab diterima oleh
Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sgipplersen).

Definisi Konsepsional

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis dgdanelitian ini maka definisi
konsepsional dardkuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokas Dana Desa
adalah pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalargeiném Alokasi Dana Desa
(ADD), yang dilakukan berdasarkan prosedur, kehijpkdan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsgigppengelolaan keuangan Desa
sesuai dengan anggaran yang ada dalam rangka pentdpjuan serta tepat pada
sasaran yang diinginkan.

METODE PENELITIAN
Jenis Pendlitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalaats penelitian yang

mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakpgaelitian.
Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah :
1. Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokaan® Desa (ADD):

a. Keakuratan;

b. Transparansi;

c. Ketepatan waktu;

d. Validitas;

e. Relevansi;

f. Keandalan informasi;
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam akilitéa finansial dalam

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa PetaBgkatan.
Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasiuatiata-data yang dianggap

perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan inforiyesj ditentukan menggunakan
teknik Purposive SamplingAdapun yang menjadi key-informan adalah KepalaaDes
Perangat Selatan dan yang menjadi informan adadah $taf/Pegawai Kantor Desa
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Perangat Selatan dan Lembaga Pemberdayaan MadyaakM), Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat deak fiecamatan Marangkayu
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Pasolong (2012:69) Pengumpulan data meampgakoses pengadaan
data primer, untuk kebutuhan suatu penelitian Adapknik pengumpulan data dalam
penelitian ini yaitu :

1. Penelitian KepustakaarLibrary Researchyaitu memanfaatkan perpustakaan
sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan atagsnp buku — buku
sebagai bahan referensi.

2. Penelitian Lapangakield Work ResearcRaitu penelitian yang dilakukan secara
langsung dilapangan dengan menggunakan beberapla $ebagai berikut:

a. Observasi adalah metode pengumpulan data dengaam wc@ngadakan
pengamatan langsung terhadap berbagai kegiataragang

b. Wawancara adalah proses pengumpulan data atamagomelalui tatap muka
antara pihak penanyanterviewe) dengan pihak yang ditanya atau penjawab
(intervieweg.

c. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukéik mendapatkan data
sekunder dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip,g yeglavan dengan
penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian @dlah analisis data kualitatif
dengan menggunakan analisis data model interaktif) yerdiri atas empat komponen,
yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajiana datan penarikan
kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN
Gambaran Umum Desa Perangat Selatan

Desa Perangat Selatan merupakan salah satu desasexgrasi di Kabupaten
Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 4886 Ha, ydigikan dengan kondisi
wilayah yang didominasi aktifitas pertanian, petkedn, dan peternakan. Desa
Perangat Selatan berada diketinggian dari permukaainkurang lebih 150 meter
dengan Tofografi dataran rendah.

Desa Perangat Selatan adalah bagian dari wilayatark&an Marangkayu
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan driengan luas wilayah 4.886
ha. Desa Perangat Selatan memiliki 3 (tiga) buasunlwengan 15 (Lima Belas)
Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 1.# ji

Masyarakat Desa Perangat Selatan terdiri dari garbmacam suku diataranya
adalah Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Madura, Sukubb&mSuku Sunda, Suku
Banjar, Suku Kutai, Suku Batak, Suku Dayak, Sukuindtp, dan sisanya merupakan
suku campuran. Dari segi keagamaan mayoritas pekdDeésa Perangat Selatan
beragama islam serta ada sebagian beragama nammusl|
Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokas Dan Desa (ADD)

Keakuratan

Keakuratan adalah teliti, tepat, cermat, dan belaais kesalahan. Berdasarkan

hasil wawancara mengenai keakuratan laporan ADD roteolan ADD pada Tahun
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2013 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa dalam meénhigp@aran dan rincian
Alokasi Dana Desa (ADD) dibuat berdasarkan Peratidaerah, Peraturan Bupati,
dan Peraturan Desa sehingga rincian Alokasi Darsa D&DD) tersebut telah sesuai
dengan peraturan-peraturan tersebut.

Transparans

Transparansi adalah keterbukaan mengenai APBDesg waemungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akgesmasi seluas-luasnya
tentang keuangan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai transparahgisbPemerintah Desa
belum transparansi kepada masyarakat mengenai AszBRieususnya Dana Desa
yang teranggarkan pada Tahun 2013 hal ini dibuktikengan masih terdapat
beberapa proyek yang pengerjaannya hanya dikerpt@mgah-setengah dan proyek
tersebut diberikan secara tidak merata sehinggahnaala beberapa RT yang tidak
mendapatkannya, proyek yang dimaksud itu seperesisasi jalan.

Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah laporan pertanggungjawabpatdliselesaikan tepat
waktu atau suatu hasil kerja dapat dicapai tep&tuwva

Berdasarkan hasil wawancara mengenai ketepatanuwsiiwa Pemerintah
Desa sudah tepat waktu dalam menyelesaikan lagmeaanggungjawaban Alokasi
Dana Desa (ADD) namun terkadang Pemerintah Desé rbakim memaksimalkan
pemanfaatan waktu dalam penyusunan dan penyeldap@ian pertanggungjawaban
Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

Validitas

Validitas adalah sejauh mana ketepatan, kesesataarkecocokkan suatu alat
untuk mengukur apa yang akan diukur. Dalam pengaitoAlokasi Dana Desa (ADD)
terutama dana desa harus sesuai dengan kebutubgaraiat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai validitasraekaseluruhan sudah
sesuai karena sebelum membuat APBDesa, Pemerietsdn tBlah mensurvei apa saja
yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa.

Relevansi

Relevansi adalah kesesuaian sesuatu hasil yangjrdiém. Dalam pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) harus benar-benar sesugjatekeinginan dan kebutuhan
masyarakat Desa secara umum seperti kebutuhan rakatyalalam mendapatkan
fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dengguah untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dan untuk meningkatkan perakananasyarakat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai relevansi @aa®eara keseluruhan
belum sesuai karena masih banyak proyek-proyek yiimgat belum terselesaikan
dan dalam pelaksanaannya belum sempurna.

Keandalan Informasi

Keandalan informasi adalah konsistensi dari semiagkpengukuran atau alat
ukur yang sama. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desava dana desa tersebut
dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keandalanma$b bahwa sumber
informasi mengenai dana desa tersebut dapat digeagjawabkan keabsahannya
karena dalam pembuatan APBDesa telah berpedomam Pachturan Daerah dan
Peraturan Desa.
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Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Akuntabilitas Finansial Dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Faktor penghambat dan pendukung akuntabilitas sinhmalam pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah faktor penghambataledd yang dapat
memperlambat terlaksananya proses pembangunan gdakukan oleh pihak
Pemerintah Desa kepada masyarakat sedangkan fedidukung adalah yang dapat
mempercepat terlaksananya program pembangunarydegalibuat oleh masyarakat
desa dengan tujuan untuk mempermudah masyarakatddésm melakukan aktivitas
sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor penggtandan faktor
pendukung bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Derslapat beberapa faktor
penghambat yaitu pihak Pemerintah Desa masih belamaksimalkan pemanfaatan
dalam penyusunan dan penyelesaian laporan pertagiggtaban Alokasi Dana Desa
(ADD) dan faktor cuaca yang tidak dapat diperkiraldalam penyuplaian bahan-
bahan bangunan yang digunakan untuk pengerjaarelpfogyek pembangunan
sedangkan faktor pendukungnya adalah masih adaastesipasi masyarakat desa
secara nyata dalam bentuk swadaya dan gotong raamdgaktor pendukung lainnya
yaitu adanya peraturan perundang-undangan yangameamgatkan untuk memperkuat
aspek keuangan desa.

Pembahasan
Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokas Dana Desa (ADD)
Keakuratan

Menurut Mahmudi (2007:9-11) keakuratan adalahi tédipat, cermat, dan bebas
dari kesalahan. Dalam pengelolaan Alokasi Dana O@é2D) khususnya dalam
pembuatan dan penyelesaian laporan-laporan  keuangdam laporan
pertanggungjawaban harus dikerjakan dengan tadiat, dan bebas dari kesalahan
sehingga informasi-informasi dari laporan keuand@an pertanggungjawaban tersebut
jelas maksudnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kestkar akuntabilitas finansial
dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengkxpiran Alokasi Dana Desa
(ADD) dan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) pada Taf2013 menjelaskan bahwa
Pemerintah Desa dalam membuat laporan dan rinclakagi Dana Desa (ADD)
dibuat berdasarkan Peraturan Daerah, PeraturartiBdpa Peraturan Desa sehingga
rincian Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut telah asesiengan peraturan-peraturan
tersebut.

Transparans

Menurut Djalil (2014:403) transparansi adalah menkbe informasi keuangan
yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasapertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secarbuler dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaamesdaya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perunddaggan. Transparansi menjadi
sangat penting dalam pengelolaan Alokasi Dana R&B®) dikarenakan agar pihak
Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa sehinggaddaa Desa yang telah
teranggarkan pada Tahun 2013 dapat dipertanggualgi@m dengan terbuka kepada
masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa trarsypsi akuntabilitas
finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADBlh terbuka kepada
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masyarakat mengenai APBDesa khususnya Dana Degderamggarkan pada Tahun
2013 dan masyarakat Desa menerima adanya APBDeszbué terutama dalam
program-program yang telah terealisasikan dengdky bamun pernyataan diatas
tidak sesuai dengan para tokoh masyarakat di Desanat Selatan, mereka
mengatakan bahwa pada Tahun 2013 Pemerintah Ddsm leansparan terkait
dengan APBDesa hal ini dibuktikan dengan masihatgat beberapa proyek yang
pengerjaannya hanya dikerjakan setengah-setengahprgek tersebut diberikan
secara tidak merata sehingga masih ada beberapg® tidak mendapatkannya,
proyek yang dimaksud itu seperti semenisasi jalan.

Dan faktor pendukung diberlakukannya transpararesnganai Alokasi Dana
Desa (ADD) tersebut yaitu Peraturan Desa yang rkehgiasyarakat desa itu sendiri
yang diatur, dirancang oleh masyarakat desa itdisesehingga masyarakat desa juga
mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran daaaetsebut.

Ketepatan Waktu

Menurut Russel (2003) ketepatan waktu adalah Lappextanggungjawaban
dapat diselesaikan tepat waktu atau suatu hagd Hapat dicapai tepat waktu. Dalam
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) laporan pegangjawaban harus dapat
diselesaiakan tepat waktu dan sesuai dengan kateypsng berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kesepavaktu akuntabilitas
finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (Ab&)wa Pemerintah Desa sudah
tepat waktu dalam menyelesaikan laporan pertangawapan Alokasi Dana Desa
(ADD) namun terkadang Pemerintah Desa masih belemaksimalkan pemanfaatan
waktu dalam penyusunan dan penyelesaian laportangegungjawaban Alokasi Dana
Desa (ADD) tersebut karena kedisiplinan waktu sapgating dalam aspek ketepatan
waktu.

Validitas

Menurut Pasolong (2012:69) validitas adalah sejaaha ketepatan, kesesuaian
atau kecocokkan suatu alat untuk mengukur apa gkawg diukur. Dalam pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) terutama dana desa hargsiasedengan kebutuhan
masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwan itakdakuntabilitas finansial
dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belumuaesiengan kebutuhan
masyarakat Desa hal ini disebabkan karena pihaka Begnpai saat ini masih
melaksanakan program-program dari Musrembangdea gagemimpinan Kepala
Desa sebelumnya dan perolehan dana yang tidak segmidengan kebutuhan
masyarakat. Sedangkan menurut Sekretaris Desa dulaikasi Dana Desa (ADD)
telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan tgaliflgat dalam pengalokasian
dana desa yaitu saya sebagai Kepala Desa, LPM aebag Pelaksana, RT dan
Kepala Dusun, BPD sebagai Badan Pengawas Lapangan.

Relevansi

Menurut Pasolong (2012:69) relevansi adalah kesasusesuatu hasil yang
diinginkan. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa [PADarus benar-benar sesuai
dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Desaasegaim seperti kebutuhan
masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pendidiaiiitas kesehatan, dengan tujuan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia datuk meningkatkan
perekonomian masyarakat Desa.
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Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa reisivakuntabilitas finansial
dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalahwbadalam penggunaan
Alokasi Dana Desa (ADD) telah sesuai dengan keamgidan kebutuhan masyarakat
Desa secara umum yang dibuat dalam bentuk Rencensbddgunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDesa).

Hal ini dikarenakan RPJMDesa merupakan programrprog/ang dibuat oleh
masyarakat Desa dan sesuai dengan kepentingan ralestydesa karena telah
berpedoman pada Peraturan Daerah yang menganggikaryang ditujukan untuk
membiayai fasilitas pendidikan, kesehatan, danatujuntuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia tersebut.

Keandalan Informasi

Menurut Mahmudi (2007:9-11) keandalan informasilauakonsistensi dari
serangkaian pengukuran atau alat ukur yang samamDaengelolaan Alokasi Dana
Desa bahwa dana desa tersebut dapat dipertanggatdgg@n keabsahannya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kdandaformasi akuntabilitas
finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADi2hgenai dana desa tersebut
dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya kaream ge@@mbuatan APBDesa telah
berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Desa

Faktor-faktor penghambat dan pendukung Akuntabilitas Finansal Dalam
Pengelolaan Alokas Dana Desa (ADD)
Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan kendala atau masatghdggat memperlambat
terlaksananya proses pembangunan yang dilakukam mpileak Pemerintah Desa
kepada masyarakat. Sehingga adanya faktor penghambaaka proses pelaksanaan
kegiatan pembangunan Desa akan terganggu penygiegai sehingga tidak dapat
diselesaikan sesuai dengan rencana dan akan takiat. w

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fagEmghambat akuntabilitas
finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (AB@glah pihak Pemerintah Desa
masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalaemyusunan dan
penyelesaian laporan pertanggungjawaban AlokasiaD&esa (ADD) karena
kedisiplinan waktu sangat penting dalam aspek kd¢t@pwaktu dan faktor cuaca yang
tidak dapat diperkirakan dalam penyuplaian bahdrabadangunan yang digunakan
untuk pengerjaan proyek-proyek pembangunan.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan pendukung yang dapat perespat
terlaksananya program pembangunan Desa yang ddbefatmasyarakat Desa dan
Pemerintah Desa dengan tujuan untuk mempermudatyamafiat Desa dalam
melakukan aktifitas sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fak@ndukung akuntabilitas
finansial dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (AlRddplah masih tingginya
partisipasi masyarakat Desa secara nyata dalamlkbentadaya dan gotong royong
dalam kegiatan pembangunan dan faktor pendukungylaiadalah adanya peraturan
perundang-undangan yang mengamanatkan untuk memapexrkpek keuangan Desa
tersebut.
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PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangengenai Akuntabilitas

Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADDKantor Desa Perangat
Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Keg@ma maka dari hasil
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Saran

Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokaan® Desa (ADD) di Kantor
Desa Perangat Selatan mulai dari pelaksanaan sadgmmjan pencapaian
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depanuwgehihak Pemerintah Desa,
namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepadaubetnasyarakat desa.
Dari program-program yang dirumuskan terdapat @l Bemerintah Desa dan
masyarakat desa berupa pembangunan turap jalannisash jalan dan
pembuatan selokan jalan yang pelaksanaanya seintietaqg penekanannya
pada program yang telah dirumuskan oleh PemeriDieda dan masyarakat
belum mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat ldgsna masih
terdapat program yang belum terselesaikan.

Faktor penghambat akuntabilitas finansial dalamgpltaan Alokasi Dana
Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan angéna masih adanya aturan-
aturan baru yang muncul di Badan Permusyawaratan (BPD) dan Ketua RT,
faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga kegigianyuplai bahan
bangunan menjadi terlambat, dan Pemerintah Desa ih mdslum
memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusungorala dan
penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Sedanfgaor pendukungnya
adalah masih tingginya tingkat partisipasi masyarakang tinggi dalam
kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangengenai Akuntabilitas

Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (AdDKantor Desa Perangat
Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Keag@ama maka penulis
mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1.

Untuk mewujudkan akuntabilitas finansial dalam peapan Alokasi Dana
Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan yan§ Hahgan cara lebih
ditingkatkan lagi kerja sama antara Pemerintah Dasamasyarakat desa dalam
hal pembangunan desa yang telah dirumuskan oleheriteah Desa dan
masyarakat desa berupa pembangunan turap jalannisash jalan dan
pembuatan selokan jalan untuk mendorong peningk&&swadayaan dan
gotong royong.

Bagi pihak aparatur Desa untuk lebih meningkatkasiatisasi mengenai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) khyauslokasi Dana Desa
(ADD) secara berkala kepada masyarakat Desa agasyamskat desa
mengetahui jumlah dana desa tiap tahunnya.

Bagi Kepala Desa hendaknya mengusulkan kepada Qdaraingkayu untuk
diadakan  program pelatihan khusus untuk  pembuataspordn
pertanggungjawaban agar staf dan bendahara yaragngem hal tersebut lebih
handal dibandingkan sebelumnya karena hasil pemelitenunjukkan aparatur
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desa belum mampu mencapai ketepatan waktu, reiegans validitas laporan
keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.
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